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Abstract: Every Indonesian citizen has the right to work and live a life worthy of humanity. 

This includes persons with disabilities. However, in reality, there are still many people with 

disabilities who experience difficulties and even discrimination in obtaining employment. This 

research aims to determine guarantees for persons with disabilities in obtaining employment. 

The research method used is the descriptive normative legal research method. The data type 

used is secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and 

tertiary legal materials. The secondary data is collected through a literature study. The data 

is analyzed using qualitative analysis techniques. The results of this research show that the 

Law on Persons with Disabilities is sufficient to regulate guarantees for persons with 

disabilities in obtaining employment, and various government regulations have even been 

issued which also regulate guarantees for persons with disabilities in obtaining employment 

as implementing regulations. 
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Abstrak: Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan. Dalam hal ini termasuk para penyandang disabilitas. Namun dalam 

kenyataannya hingga saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan 

bahkan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tentang jaminan terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif. 

Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui 

studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Penyandang Disabilitas sudah cukup 

mengatur jaminan terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, bahkan 

sudah diterbitkan berbagai peraturan pemerintah yang juga mengatur jaminan terhadap 

penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sebagai peraturan pelaksanaannya. 
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PENDAHULUAN 

Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”), Indonesia 

merupakan negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Indonesia diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil bagi 

semua warga negara tanpa terkecuali. Implikasi dari fakta bahwa Indonesia adalah negara 

hukum adalah tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum yang setara dan 

pantas bagi seluruh rakyatnya. Ini berarti bahwa setiap individu di Indonesia memiliki hak yang 

sama di mata hukum dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dalam konteks ini, 

negara diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa sistem 

hukumnya tidak hanya berfungsi dengan efektif, tetapi juga memberikan perlindungan yang 

adil dan menyeluruh bagi semua warganya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau 

politik mereka.  

Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum 

bagi semua warga negaranya adalah dengan memastikan pemenuhan hak asasi manusia. 

Dengan demikian, setiap individu di negara tersebut memiliki jaminan atas hak-hak dasar 

mereka, yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk 

memperoleh pekerjaan. Pemerintah menganggap hak untuk mendapatkan pekerjaan sebagai 

bagian penting dari jaminan bagi seluruh rakyatnya dalam rangka memenuhi hak asasi 

manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Melalui pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap warga negara 

dapat memiliki akses yang setara dan adil terhadap kesempatan untuk memperoleh 

penghidupan yang layak dan mendukung keberlangsungan hidup mereka. 

Pentingnya memberikan akses kesempatan kerja yang merata bagi semua warga negara 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Ini tidak hanya 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, 

tetapi juga dengan kebutuhan sekunder dan tersier lainnya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan 

yang menghasilkan penghidupan layak adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga 

negara tanpa kecuali. Hal ini menandakan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar 

belakang atau keadaan sosialnya, memiliki hak yang sama dalam mengakses peluang pekerjaan 

yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan memberikan kesempatan kerja yang 

adil dan merata, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan, di mana semua orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan 

berkontribusi secara produktif. Hal ini juga merupakan salah satu pijakan fundamental dalam 

menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu negara. 

 Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi 

Indonesia, harus diberikan tanpa diskriminasi kepada semua individu, termasuk mereka yang 

memiliki disabilitas. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak ini sebagai bagian 

dari komitmen untuk melindungi hak asasi manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 

28I ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab 

untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak-

hak individu untuk pekerjaan yang layak dan hidup yang layak bagi para penyandang 

disabilitas, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik seseorang. 

Pentingnya menegakkan regulasi terkait dengan hak asasi manusia, terutama dalam 

konteks mendapatkan pekerjaan bagi individu penyandang disabilitas, sangatlah mendesak 

karena berkaitan erat dengan pandangan yang tersebar luas di berbagai lapisan masyarakat. 

Pandangan tersebut memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak mampu 

melakukan tugas dengan benar. Banyak yang bahkan menganggap bahwa mereka memerlukan 

bantuan personal untuk menjalani hidup mereka. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat 

regulasi yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja sangatlah penting. 
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Meskipun seringkali dianggap bahwa individu yang memiliki disabilitas tidak mampu 

untuk melakukan tugas-tugas tertentu, namun pada kenyataannya mereka memiliki potensi 

untuk berhasil dalam berbagai pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan mental 

mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia (yang untuk selanjutnya disebut “UU HAM”), yang menegaskan 

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan 

keterampilannya. Pasal tersebut juga menegaskan hak setiap warga negara untuk memilih 

pekerjaan sesuai minatnya dan menegaskan hak atas perlakuan yang adil dalam dunia kerja.  

Ketentuan yang secara rinci mengatur tentang bagaimana kelonggaran yang dapat 

diberikan kepada penyandang disabilitas dalam usaha mereka mencari pekerjaan yang layak 

sebagai upaya untuk mencapai penghidupan yang layak, menunjukkan respon positif dari 

negara terhadap perlindungan hak asasi setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Meskipun Pasal ini memberi 

jaminan hak tersebut, kenyataannya penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi 

banyak hambatan dalam mencari pekerjaan di instansi pemerintah atau perusahaan swasta. 

Diskriminasi merupakan salah satu kendala utama yang sering dihadapi oleh kelompok ini, 

yang melanggar hak mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja. 

Upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang 

setara bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas, merupakan langkah yang penting 

dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang diamanatkan dalam 

konstitusi. 

Di Indonesia, individu dengan disabilitas sering kali menghadapi perlakuan diskriminatif 

dalam berbagai tahapan, baik saat proses rekrutmen maupun dalam mempertahankan 

pekerjaan. Hal ini tidak hanya menghambat mereka dalam mendapatkan peluang kerja, tetapi 

juga menandakan perlunya upaya lebih besar untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

inklusif dan dapat diakses. Mewujudkan lingkungan kerja yang demikian menjadi tantangan 

yang kompleks dan sulit diimplementasikan karena membutuhkan perubahan sikap, kebijakan, 

dan infrastruktur yang lebih inklusif. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, perusahaan, 

dan masyarakat untuk mengatasi diskriminasi ini serta memastikan bahwa semua individu 

memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam dunia kerja. 

Eksistensi lingkungan kerja yang inklusif bukan hanya menjadi kewajiban moral bagi 

perusahaan dan pemberi kerja, melainkan juga merupakan hak yang seharusnya dinikmati oleh 

kelompok penyandang disabilitas. Namun, stigma yang masih melekat pada kelompok ini 

seringkali menghambat mereka dari mendapatkan kesempatan yang seharusnya. Terdapat 

persepsi negatif bahwa penyandang disabilitas tidak mampu menjalankan tugas dengan baik 

dan bahkan dapat merugikan kinerja perusahaan. Akibatnya, banyak perusahaan enggan 

merekrut mereka secara sadar. Paradigma ini menjadikan realisasi hak-hak yang diamanatkan 

oleh UUD 1945, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan, semakin sulit bagi penyandang 

disabilitas. Mereka pun menjadi lebih sulit memperoleh pekerjaan yang layak demi menjaga 

keberlangsungan hidup sehari-hari dan masa depan mereka.  

Dalam konteks usaha mendapatkan pekerjaan, kelompok penyandang disabilitas di 

Indonesia sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Salah satu bentuknya adalah 

terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan 

penyandang disabilitas. Bahkan ketika lowongan tersedia, kualifikasi yang diminta seringkali 

terlalu tinggi, seperti persyaratan pendidikan yang sangat tinggi atau ketentuan lain yang tidak 

mempertimbangkan kemampuan dan kecakapan yang sebenarnya dimiliki oleh para 

penyandang disabilitas (Noviandi & Susanti, 2023). Dalam beberapa kasus, persyaratan ini 

mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mereka yang sebenarnya membutuhkan pekerjaan 

untuk mencari nafkah. Hasilnya, banyak penyandang disabilitas, termasuk yang memiliki 

tingkat pendidikan tinggi hingga tingkat sarjana, masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal 
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ini menunjukkan bahwa masalah diskriminasi dalam hal pekerjaan masih menjadi tantangan 

besar bagi penyandang disabilitas di Indonesia, bahkan di tengah kemajuan pendidikan yang 

mereka raih.  

Data dari BBC menunjukkan bahwa di Indonesia, sebagian penyandang disabilitas yang 

telah meraih gelar sarjana masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Sebagai 

contoh, Suci, seorang penyandang disabilitas, mengalami serangkaian kegagalan dan 

diskriminasi sejak lulus dari sekolah pada tahun 2016. Meskipun telah mengirimkan 50 

lamaran pekerjaan kepada berbagai perusahaan, namun belum berhasil memperoleh pekerjaan 

hingga tahun 2019. Hal ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas 

dalam memasuki pasar kerja Indonesia, meskipun memiliki kualifikasi akademik yang tinggi. 

Masalah ini mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut untuk menciptakan lingkungan yang 

inklusif dan kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan 

(Lumbalnralu, 2019).  

Masalah publik terkait tingkat kualifikasi yang tinggi untuk lowongan pekerjaan bagi 

individu penyandang disabilitas, bersama dengan stigma negatif yang melekat pada pemberi 

kerja atau perusahaan terhadap mereka, menunjukkan tantangan nyata dalam pencapaian 

regulasi yang memastikan hak-hak asasi manusia, khususnya hak untuk pekerjaan yang adil 

bagi semua warga negara. Di Indonesia, kelompok ini terus menghadapi diskriminasi dan 

hambatan-hambatan lainnya dalam upaya mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai 

dengan kualifikasi mereka dan memungkinkan mereka untuk mencapai kehidupan yang layak. 

Kendati memiliki pendidikan formal yang memadai, banyak penyandang disabilitas masih 

mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai, menciptakan ketidaksetaraan 

akses terhadap kesempatan ekonomi yang memadai. Permasalahan ini juga mencerminkan 

perlunya langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan perlindungan dan 

kesetaraan bagi semua individu, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dalam hal 

pencapaian hak mereka untuk bekerja dan berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat. 

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji jaminan yang diberikan kepada individu dengan 

disabilitas ketika mereka mencari dan mendapatkan pekerjaan. Latar belakang yang telah 

diuraikan menyoroti kebutuhan akan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana 

penyandang disabilitas dijamin hak mereka dalam lingkungan kerja. Tujuan utama dari artikel 

ini adalah untuk menggali berbagai aspek yang terkait dengan jaminan tersebut, termasuk 

kebijakan yang ada, tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, serta solusi atau 

langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan inklusi mereka di tempat kerja. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, 

yang berfokus pada analisis terhadap hukum yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen hukum seperti peraturan 

perundang-undangan, dokumen resmi negara, putusan pengadilan, dan artikel jurnal (Gracia et 

al., 2022). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis terhadap 

berbagai referensi hukum yang relevan. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), yang bertujuan 

untuk menggali makna dan implikasi dari hukum yang ada dalam konteks yang lebih luas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup seluruh warga 

negaranya, yang dalam hal ini termasuk para penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan 

penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama serta merupakan bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari seluruh warga negara Indonesia (konsideran UU Penyandang 

Disabilitas). Oleh karenanya selaras dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan 

bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia ialah tanggung 
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jawab negara terutama pemerintah sebagaimana disebutkan pula pada Pasal 28I ayat (5) UUD 

1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.  

Bentuk respon nyata dari negara terutama pemerintah apabila didasarkan pada aturan 

yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945 maka pemerintah memutuskan 

untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang difungsikan untuk 

mengimplementasikannya yakni melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas). Penyalnda lng 

disalbilitals sebalgalimalnal ya lng tercalntum dallalm Palsall 1 alyalt (1) UU Penyalndalng Disalbilitals  

menyebutkaln dimalknali sebalgali oralng yalng memiliki keterbaltalsaln fisik, intelektuall, mentall, 

daln/altalu sensorik dallalm jalngkal walktu yalng palnjalng khususnyal dallalm melalkukaln interalksi 

dengaln lingkunga ln dalpalt mengallalmi halmba ltaln daln kesulitaln untuk berpalrtisipalsi seca lral penuh 

daln efektif dengaln walrgal negalral lalinnyal berdalsalrkaln kesalmalaln halk.  

A Ldalpun menurut Palsall 4 UU Penyalndalng Disalbilitals aldal setidalknyal (5) limal ralgalm 

penyalndalng disalbilitals yalitu sebalgali berikut:  

1. Penyalndalng disa lbilitals fisik, aldalla lh tergalnggunyal fungsi geralk, alntalral lalin almputalsi, 

lumpuh la lyuh altalu kalku, palralplegi, celebrall pallsy (CP), alkibalt stroke, alkibalt kustal, daln 

oralng kecil; 

2. Penyalndalng disalbilitals intelektuall, aldallalh tergalnggunyal fungsi pikir kalrenal tingkalt 

kecerdalsaln di balwalh raltal-raltal, alntalral la lin lalmbalt belaljalr, disalbilitals gralhital daln down 

syndrome; 

3. Penyalndalng disalbilitals mentall, tergalnggunyal funsgi pikir, emosi, daln perilalku, alntalral lalin: 

(al) psikososiall di alntalralnyal skizofrenial, bipolalr, depresi, alnxietals, daln galnggualn 

kepribaldialn, da ln (b) disalbilita ls perkembalngaln yalng berpengalruh paldal kemalmpualn 

interalksi sosiall di alntalra lnyal alutis daln hiperalktif; 

4. Penyalndalng disalbilita ls sensorik, aldallalh tergalnggunyal sallalh saltu fungsi dalri palncal inderal, 

alntalral lalin disalbilitals netral, disalbilitals rungu, daln/altalu disalbilitals wicalral; da ln 

5. Penyalndalng disalbilitals galndal altalu multi, alda llalh penyalndalng disalbilitals yalng mempunyali 

dual altalu lebih ralgalm disalbilitals, alntalral lalin disalbilitals rungu-wicalral daln disalbilitals netral-

tuli. 

Dallalm hall ini, pemerinta lh memiliki kewaljibaln untuk memenuhi halk-halk penyalndalng 

disalbilitals talnpal membedal-bedalkaln ralgalm disalbilitals yalng dimiliki, hall tersebut berkenalaln 

dengaln ha lk alsalsi yalng dimiliki oleh penyalndalng disalbilitals dalri ralgalm malnalpun iallalh salma l 

kedudukalnnyal di depaln hukum. A Ldalpun pelalksalnalaln pemenuhaln halk-halk penyalndalng 

disalbilitals tersebut didalsalrkaln altals beberalpal alsals sebalgalimalnal yalng tercalntum dallalm Palsall 2 

UU Penyalndalng Disalbilitals yalitu penghormaltaln terhaldalp malrtalbalt, otonomi individu, talnpal 

diskriminalsi, palrtisipalsi penuh, kera lgalmaln ma lnusial daln kemalnusialaln, kesalmalaln kesempaltaln, 

kesetalralaln, alksesibilitals, kalpalsitals yalng terus berkembalng daln identitals alnalk, inklusif, daln 

perlalkualn khusus daln perlindungaln lebih. Pemenuhaln halk-halk penyalndalng disalbilitals da lri 

berbalgali ralga lm disalbilitals yalng dimiliki dengaln didalsalrkaln paldal alsals-alsa ls sebalgalimalnal yalng 

tercalntum dallalm Palsall 2 UU Penya lndalng Disalbilitals memiliki beberalpa l tujualn mulial yalng 

telalh dialtur dallalm  Palsall 3 UU Penyalndalng Disalbilitals sebalgali berikut:  

1. Mewujudkaln penghormaltaln, pemaljualn, pelindungaln, daln pemenuhaln halk alsalsi malnusia l 

sertal kebebalsaln dalsalr Penyalndalng Disalbilitals secalral penuh daln setalral;  

2. Menjalmin upalyal penghormaltaln, pemaljualn, pelindungaln daln pemenuhaln halk sebalgali 

malrtalbalt yalng melekalt paldal diri Penyalndalng Disalbilitals ; 

3. Mewujudkaln talralf kehidupaln Penyalndalng Disalbilitals yalng lebih berkuallitals, aldil, 

sejalhteral lalhir daln baltin, malndiri, sertal bermalrtalbalt; 

4. Melindungi Penyalndalng Disalbilitals dalri penelalntalralaln daln eksploitalsi, pelecehaln, daln 

segallal tindalkaln diskriminaltif, sertal pelalnggga lraln halk alsalsi malnusia l; daln 
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5. Memalstikaln pelalksalnalaln upalyal penghormaltaln, pemaljualn, pelindungaln, da ln pemenuhaln 

halk Penyalndalng Disalbilitals untuk mengembalngkaln diri sertal mendalyalgunalkaln seluruh 

kemalmpualn sesuali balkalt daln minalt yalng dimilikinyal untuk menikmalti, berpera ln serta l 

berkontribusi seca lral optimall, alma ln, lelualsal, daln bermalrtalbalt dallalm segallal alspek 

kehidupaln berbalngsal, bernegalral, daln bermalsyalralkalt.  

Dallalm hall ini ketentualn yalng terkalndung balik dallalm Palsall 2 malupun Pa lsall 3 UU 

Penyalndalng Disalbilitals dimalksudkaln alga lr seluruh halk-halk dalri penyalndalng disalbilitals dalpalt 

terpenuhi dengaln balik. A Ldalpun halk-halk dalri penyalndalng disalbilitals ini terkalndung dallalm 

Palsall 5 alyalt (1) UU Penyalndalng Disalbilitals yalng meliputi halk untuk hidup, halk bebals dalri 

stigmal, halk privalsi, halk kealdilaln daln perlindungaln hukum, halk pendidikaln, halk pekerjala ln, 

kewiralusalhalaln, daln koperalsi, halk kesehaltaln, halk politik, halk kealgalmalaln, halk keolalhralgalaln, 

halk kebudalyalaln daln palriwisaltal, halk kesejalhteralaln sosiall, halk alksesibilitals, halk pela lyalnaln 

publik, halk perlindungaln dalri bencalnal, halk halbilitalsi daln rehalbilitalsi, halk konsesi, halk 

pendaltalaln, halk hidup secalral malndiri daln dilibaltkaln dalla lm malsyalralkalt, halk berekspresi, 

berkomunikalsi, daln memperoleh informalsi, ha lk berpindalh tempalt da ln kewalrgalnegalralaln, serta l 

halk bebals dalri tindalkaln diskriminalsi, penelalntalraln, penyiksalaln, daln eksploitalsi. Sementalral itu 

halk-halk yalng dimiliki oleh kelompok penya lndalng disalbilitals perempua ln jugal telalh dialtur 

dallalm UU Penyalndalng Disalbilitals yalng tercalntum dallalm Palsall 5 alyalt (2) yalkni halk altals 

kesehaltaln reproduksi, ha lk menerimal altalu menolalk penggunalaln allalt kontralsepsi, halk 

mendalpaltkaln perlindungaln lebih dalri perlalkualn diskriminalsi berlalpis, daln halk untuk 

mendalpaltkaln perlindungaln lebih dalri tindalk kekeralsaln, termalsuk kekeralsaln daln eksploitalsi 

seksuall.  

Urgensi dalri pemerintalh Indonesia l terkalit diterbitkaln daln disalhkalnnyal UU Penyalndalng 

Disalbilitals iallalh tidalk lalin untuk dijaldikaln sebalgali pedomaln pelalksalnalaln pemenuhaln halk-halk 

penyalndalng disalbilita ls yalng paldal dalsalrnyal memiliki kebutuhaln da ln halk yalng salmal seperti 

walrgal negalral Indonesial yalng lalinnyal, termalsuk kebutuhaln alkaln kesempaltaln untuk 

mendalpaltkaln pekerja laln. Hall tersebut dialtur dallalm Palsall 11 UU Penyalndalng Disalbilitals yalitu 

halk pekerja laln, halk kewiralusalhalaln, daln koperalsi (dallalm hall ini malksudnyal iallalh pemberi kerja l 

altalu pengusalha l) kepaldal kelompok penya lndalng disalbilitals yalng berkenalaln dengaln perolehaln 

pekerjalaln yalng diselenggalralkaln oleh pemerintalh, pemerintalh daleralh, altalu swalstal talnpa l 

diskriminalsi, peroleha ln upalh yalng salmal dengaln tenalgal kerjal yalng bukaln penyalndalng 

disalbilitals da llalm jenis pekerjalaln daln talnggung jalwa lb yalng salmal, peroleha ln alkomodalsi yalng 

lalyalk dallalm pekerjalaln, tidalk diberhentikaln kalrenal allalsaln disalbilitals, menda lpaltkaln progralm 

kemballi bekerjal, penempaltaln kerjal yalng aldil, profesionall, daln bermalrtalbalt, perolehaln 

kesempaltaln dallalm mengemba lngkaln jenjalng kalrier sertal segallal halk normaltif yalng melekalt 

didallalmnyal, daln memaljukaln usalhal, memiliki pekerjalaln sendiri, wiralswalstal, pengembalngaln 

koperalsi, daln memulali usalhal sendiri.  

Pemberi kerja l dallalm sektor swalstal altalupun perusalhalaln non-pemerintalhaln sebalgalimalna l 

yalng terkalndung dallalm Palsall 1 alngka l (15) UU Penyalndalng Disalbilitals dimalknali sebalgali oralng 

perseoralngaln, pengusalhal, balda ln hukum, altalu baldaln lalinnyal yalng memperkerjalkaln tena lga l 

kerjal dengaln membalyalr upalh altalu imballaln dallalm bentuk lalin. A Ldalpun bentuk jalminaln 

pemenuhaln halk altals perolehaln pekerjalaln kepaldal kelompok penyalndalng disalbilitals untuk 

kesempaltaln bekerjal di sektor swalstal altalu perusalhalaln non-pemerintalhaln telalh dialtur dallalm 

Palsall 47 UU Penyalndalng Disalbilitals yalng menyebutkaln balhwal pemberi kerjal da llalm proses 

rekrutmen tenalgal kerjal penyalnda lng disalbilitals perlu untuk melalkukaln daln mempersialpkaln 

beberalpal komponen yalng di alntalralnyal iallalh:  

1. Penyedialaln ujialn penempaltaln untuk mengetalhui minalt, balkalt, daln kemalmpualn callon 

pekerjal penyalndalng disalbilitals; 

2. Penyedialaln alsistensi da llalm proses pengisialn formulir alplikalsi daln prosedur lalinnyal yalng 

diperlukaln balgi callon pekerjal penyalndalng disalbilitals;  
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3. Penyedialaln allalt daln tes yalng sesuali dengaln kecalkalpaln, kondisi fisik, daln tingkalt kecalcaltaln 

callon pekerjal penyalndalng disalbilitals; daln  

4. Pemberialn kelelualsalaln dallalm hall walktu pengerja laln tes sesuali dengaln kondisi dalri malsing-

malsing penyalndalng disalbilitals.  

Dengaln demikialn ketentualn yalng terkalndung dallalm Palsall 47  UU Penyalndalng Disalbilitals 

yalng mengaltur proses rekrutmen callon pekerjal penyalndalng disalbilitals balgi perusalhalaln a ltalu 

pemberi kerjal merupalkaln sualtu bentuk jalminaln balgi penyalndalng disalbilitals terkalit halk untuk 

memperoleh pekerjalaln yalng jugal turut ditujukaln kepaldal pihalk pemberi kerjal kalrenal balik pihalk 

pemerintalh, pemerintalh daleralh, Baldaln Usalhal Milik Negalral, daln Balda ln Usalhal Milik Dalera lh 

memiliki kewaljibaln untuk memperkerjalkaln palling sedikit 2% penyalndalng disalbilitals dalri 

jumlalh pekerjal yalng aldal sebalgalimalnal yalng tercalntum dallalm Pa lsall 53 UU Penyalnda lng 

Disalbilitals. Selalin itu perusalhala ln swalstal yalng memperkerjalkaln seoralng penyalndalng 

disalbilitals jugal berha lk memperoleh insentif dalri pihalk pemerintalh malupun pemerintalh dalera lh 

sesuali dengaln alturaln yalng berlalku dallalm Palsall 54 UU Penyalndalng Disalbilita ls sehingga l 

penyedialaln Unit Lalyalna ln Disalbilitals di bidalng ketenalgalkerjalaln menjaldi sualtu elemen pokok 

yalng waljib dimiliki oleh pihalk pemerintalh dalera lh terlebih balgi sejumlalh daleralh yalng alngkaltaln 

kerjal penyalnda lng disalbilitalsnyal cukup tinggi. Hall tersebut dialtur dallalm Palsall 55 UU 

Penyalndalng Disalbilitals yalng menyalta lkaln balhwal pemerintalh daleralh waljib memiliki Unit 

Lalyalnaln Disalbilitals paldal dina ls yalng menyelenggalralkaln urusaln pemerinta lhaln daleralh di bidalng 

ketenalgalkerjalaln.   

Dengaln demikialn kesempaltaln untuk memperoleh pekerjalaln balgi kelompok penyalndalng 

disalbilitals terbukal lebalr kalrenal aldalnyal peralturaln perundalng-undalngaln yalng turut serta l 

memberikaln jalminaln altals pemenuhaln halk balgi penyalndalng disalbilita ls untuk memperoleh 

pekerjalaln. Kesempaltaln kerjal paldal sektor pemerintalhaln yalng secalral teralng-teralngaln 

melindungi daln menjalmin halk penyalndalng disalbilitals untuk dalpalt memperoleh pekerjalaln 

sebalgalimalnal kesempaltaln yalng turut dimiliki oleh seluruh walrgal negalral Indonesial tercalntum 

dallalm Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2023 tentalng A Lpalraltur Sipil Negalral (selalnjutnya l 

disebut UU A LSN). Pemenuhaln halk penyalndalng disalbilitals terkalit pelualng untuk memperoleh 

pekerjalaln di sektor pemerinta lhaln dialtur dallalm Palsall 2 huruf j UU A LSN yalng menyalta lkaln 

balhwal setialp walrgal negalral di Indonesial memiliki halk yalng salmal untuk dalpalt turut sertal alktif 

daln berpalrtisipalsi dalla lm proses penyelenga lralaln malnaljemen A LSN talnpal membedalkaln laltalr 

belalkalng, suku, rals, walrnal kulit, a lgalmal, alsall-usul, jenis kelalmin, staltus pernikalhaln, umur, 

altalupun berkebutuhaln khusus.  

Sementalral itu peralturaln perundalng-undalnga ln lalinnyal yalng turut sertal memberikaln jalminaln 

kepaldal penyalndalng disalbilitals untuk dalpalt memperoleh halk altals kesempalta ln bekerjal yalng 

salmal dengaln walrgal negalral Indonesial lalinnyal di sektor swalstal altalu perusalhalaln  non-

pemerintalhaln dialtur dallalm Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2003 tentalng Ketenalgalkerjalaln 

(selalnjutnyal disebut UU Ketenalgalkerjalaln). Dallalm hall ini sebalgalimalnal yalng ditentukaln  dallalm  

Palsall 5 daln Palsall 6 UU Ketenalgalkerjalaln balhwal setialp tenalgal kerjal memiliki kesempaltaln yalng 

salmal talnpal diskriminalsi untuk memperoleh pekerjalaln, daln setialp pekerjal alta lu buruh berhalk 

memperoleh perlalkualn yalng salmal talnpal diskriminalsi dalri pengusalhal.  

Berdalsalrkaln uralialn di altals dalpalt diketalhui balhwal komitmen negalral dallalm memberikaln 

jalminaln halk altals pekerjalaln sebalgali wujud pemenuhaln halk alsalsi malnusial balgi kelompok 

penyalndalng disalbilitals algalr tidalk mengallalmi serentetaln diskriminalsi daln kesulitaln-kesulitaln 

lalinnyal iallalh dengaln mengesalhkaln beberalpal peralturaln perundalng-undalngaln seperti UU 

Penyalndalng Disalbilitals, UU A LSN, daln UU Ketenalgalkerjalaln. Dallalm perkembalngalnnya l 

pemerintalh juga l mengesalhkaln sejumlalh pera lturaln pelalksalnalaln yalng turut sertal dimalksudkaln 

untuk memberikaln jalminaln altals halk untuk memperoleh pekerja laln balgi penyalndalng disalbilitals. 

A Ldalpun beberalpa l peralturaln pemerintalh tersebut di alntalralnyal iallalh sebalga li berikut:  

1. Peralturaln Pemerintalh Nomor 52 Talhun 2019 tentalng Penyelenggalralaln Kesejalhteralaln 

Sosiall balgi Penyalndalng Disalbilitals;  
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2. Peralturaln Pemerintalh Nomor 70 Talhun 2019 tenta lng Perencalnalaln, Penyelenggalralaln, daln 

Evallualsi terhaldalp Penghormaltaln, Pelindungaln, daln Pemenuhaln Halk Penyalndalng 

Disalbilitals; 

3. Peralturaln Pemerinta lh Nomor 60 Talhun 2020 tentalng Unit Lalyalnaln Disalbilitals Bidalng 

Ketenalgalkerjalaln;  

4. Peralturaln Presiden Nomor 68 Talhun 2020 tentalng Komisi Nalsionall Disalbilitals.  

Pertalmal berkenalaln dengaln disalhkalnnyal Peralturaln Pemerintalh Nomor 52 Talhun 2019 

tentalng Penyelenggalralaln Kesejalhteralaln Sosiall balgi Penyalndalng Disalbilitals (selalnjutnya l 

disebut PP No. 52 Talhun 2019) Palsall 1 a lngkal (6) menyaltalkaln balhwal pemerintalh dallalm hall 

memberikaln jalminaln altals pemenuha ln halk penyalndalng disalbilitals berupalyal untuk mengualtkaln 

keberaldalaln penyalndalng disalbilitals dallalm bentuk penumbuhaln iklim daln pengembalngaln 

potensi sehinggal malmpu tumbuh daln berkembalng menjaldi individu altalu kelompok 

penyalndalng disa lbilitals yalng talngguh daln malndiri melallui pengallalmalnnyal dallalm bertalnggung 

jalwalb altals pekerjalaln yalng telalh dilalkukaln. Selalin jalminaln terkalit pemberdalyalaln penyalndalng 

disalbilitals sebalgalimalnal yalng dialtur dallalm Palsall 1 alngkal (6) PP No. 52 Talhun 2019, terdalpalt 

jalminaln lalin balgi penyalnda lng disalbilitals yalkni berupal jalminaln sosiall yalng ditentuka ln dallalm 

Palsall 1 alngkal (7) PP No. 52 Ta lhun 2019 yalng menyebutkaln balhwal penga ldalaln jalminaln sosiall 

balgi penyalndalng disalbilitals dimalknali sebalgali sualtu skemal yalng melembalgal untuk menjalmin 

seluruh penyalndalng disalbilitals algalr dalpalt memenuhi kebutuhaln dalsalr hidupnyal yalng lalya lk.  

Kedual, berkenalaln dengaln disalhka lnnyal Peralturaln Pemerintalh Nomor 70 Talhun 2019 

tentalng Perenca lnalaln, Penyelenggalrala ln, daln Evallualsi terhaldalp Penghorma ltaln, Pelindungaln, 

daln Pemenuhaln Halk Penyalndalng Disalbilitals (selalnjutnyal disebut PP No. 70 Talhun 2019) yalng 

malnal paldal Palsall 1 alngkal (5) menyebutkaln balhwal pelindungaln kepaldal kelompok disalbilitals 

merupalkaln sualtu hall yalng penting untuk dilalkukaln kalrenal berkenalaln dengaln upa lyal pemerintalh 

dallalm melindungi, mengalyomi, daln memperkualt halk penyalndalng disalbilitals termalsuk di 

dallalmnyal halk untuk memperoleh pekerjalaln. 

Ketigal, berkenalaln dengaln disalhkalnnyal Peralturaln Pemerintalh Nomor 60 Talhun 2020 

tentalng Unit La lyalnaln Disalbilitals Bidalng Ketenalgalkerjalaln (selalnjutnyal disebut PP No. 60 

Talhun 2020) yalng paldal Palsall 8 secalral tegals menyaltalkaln balhwal eksistensi dalri Unit Lalyalnaln 

Disalbilitals (selalnjutnyal disebut ULD) dimalksudkaln untuk menyedia lkaln alla lt balntu kerjal balgi 

penyalndalng disalbilitals daln menyedialkaln pendalmpingaln kepaldal pemberi kerja l yalng menerima l 

tenalgal kerjal penyalndalng disalbilita ls.  

Keempalt, berkenalaln dengaln disalhkalnnyal Peralturaln Presiden Nomor 68 Talhun 2020 

tentalng Komisi Nalsionall Disalbilita ls (selalnjutnyal disebut PP No. 68 Talhun 2020) menyebutkaln 

balhwal eksistensi Komisi Nalsionall Disalbilitals (selalnjutnyal disebut KND) merupalkaln sualtu 

lembalgal di balwalh nalungaln Kementerialn Sosiall yalng membukal kesempaltaln penuh balgi 

penyalndalng disalbilitals untuk dalpalt berpalrtisipalsi altalu bekerjal daln menjaldi balgialn di dallalmyal.  

Sejumlalh peralturaln perundalng-undalngaln yalng telalh disebutkaln sebelumnyal balik dallalm 

UU Penyalndalng Disalbilitals, UU A LSN, UU Ketenalgalkerjalaln hinggal beberalpal peralturaln 

pelalksalnalaln ditujukaln sebalgali sa llalh saltu bentuk pelalksalna laln dalri pemenuhaln halk-halk 

penyalndalng disalbilitals daln merupalkaln sallalh saltu bentuk respon dalri negalral dallalm upalyalnya l 

untuk mengaltalsi diskriminalsi daln kesulitaln-kesulitaln yalng dialla lmi oleh kelompok penyalndalng 

disalbilitals. Oleh kalrenalnyal posisi kelompok penyalndalng disalbilita ls dallalm hall ini telalh 

memalsuki isu Halk A Lsalsi Malnusial (HA LM) sehinggal peralturaln perundalng-undalnga ln yalng alda l 

khususnyal UU Penyalndalng Disalbilitals yalng di dallalmnyal mengaltur tentalng halk-halk 

penyalndalng disalbilitals sudalh cukup mengaltur jalminaln terhaldalp penyalndalng disalbilitals dalla lm 

memperoleh pekerjalaln, ditalmba lh dengaln diterbitkalnnnyal berbalga li peralturaln pelalksalnalaln yalng 

turut sertal mengaltur pelalksalnalalnyal. 
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KESIMPULA LN 

Berdalsalrkaln pembalhalsaln di altals dalpalt disimpulkaln balhwal jalminaln terhaldalp penyalndalng 

disalbilitals dallalm memperoleh pekerjalaln sudalh mendalpaltkaln perhaltialn dalri pemerintalh, 

terbukti dengaln diterbitkalnnyal UU Penyalndalng Disa lbilitals dallalm sejumlalh palsallnyal mengaltur 

hall itu. UU Penyalndalng Disalbilitals ini jugal dilalksalnalkaln lebih la lnjut dengaln berba lgali 

peralturaln pelalksalna lalnnyal, balhkaln pemerinta lh jugal membentuk Komisi Nalsionall Disalbilitals 

yalng bertugals untuk memalntalu, mengevallualsi, daln mengaldvokalsi pela lksalnalaln penghormaltaln, 

perlindungaln, daln pemenuhaln halk-halk penyalndalng disalbilitals di Indonesial.  
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